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Abstract: Factors Affecting the Garbage Retribution Revenue of Badung District. The purpose of this
study was to determine the factors that have impact to  the garbage retribution revenue of Badung
District. The data used is primary data from questionnaires. The analysis technique used is descriptive
analysis and path analysis. Variable used is the level of quality of service, ability to pay, garbage levy
rates, willingness to pay, garbage levy receipts. The results of this study indicate that the level of quality
of service, ability to pay,  and garbage levy rates simultaneously have positive and significant effect on
WTP trash and positive and significant impact on the acceptance of waste retribution. The quality of
service levels directly influence the acceptance of waste retribution and indirect influence through the
willingness to pay of garbage. Ability to pay, levy rate has a direct influence on the acceptance of waste
retribution and not directly through the willingness to pay significantly garbage .

Keywords : quality of service level, ability to pay, willingness to pay, rates and rubbish retribution receipts

Abstrak: Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Sampah Di Kabupaten Badung.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi
sampah di kabupaten Badung. Data yang digunakan adalah data primer dari kuisioner. Teknik analisis
yang digunakan adalah analisis jalur dan analisis deskriptif. Variabel yang digunakan adalah kualitas
tingkat pelayanan, kemampuan membayar, tarif retribusi sampah, kemauan membayar, penerimaan retribusi
sampah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, dan
tarif retribusi sampah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar
sampah dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah. Kualitas tingkat
pelayanan berpengaruh langsung terhadap penerimaan retribusi sampah dan berpengaruh tidak langsung
melalui kemauan membayar sampah. Kemampuan membayar, tarif retribusi memiliki pengaruh langsung
terhadap penerimaan retribusi sampah dan tidak langsung melalui kemauan membayar sampah secara
signifikan.

Kata kunci : kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, kemauan membayar, tarif, dan penerimaan
retribusi sampah

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah tidak bisa lepas juga dari
‘pengelolaan’ gaya hidup masyarakat. Oleh karena
itu, para perencana pembangunan harus selalu
melibatkan perhitungan lingkungan (environmental
accounting) ketika merumuskan kebijakan-
kebijakan. Salah satu cara yang telah ditempuh oleh
Pemerintah Kabupaten Badung  dalam upaya
mengatasi masalah sampah di Kabupaten Badung
adalah dengan cara meningkatkan pelayanan
infrastruktur, khususnya menangani sektor
persampahan. Dalam teknis penanganannya,
keterlambatan dalam penanganan sampah sampai
saat ini masih menjadi permasalahan serius bagi
pemerintah Kabupaten Badung. Volume produksi

sampah yang sudah dan belum tertangani di
Kabupaten Badung tahun 2012 akibat dari aktivitas
masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1.

Seperti yang terlihat pada Tabel 1 volume
produksi sampah di Kabupaten Badung tahun 2012
tercatat sebanyak 1287 M3 per harinya, volume
produksi sampah ini terdiri dari 903 M3 perhari
merupakan volume sampah yang dapat ditangani dan
sisanya sebanyak 384 M3 perhari merupakan volume
sampah yang belum tertangani dan dibuang ke
pekarangan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah
diidentifikasi di atas, maka rumusan masalah
peneltiin ini adalah faktor-faktor apakah yang
mempengaruhi penerimaan retribusi sampah di
kabupaten Badung?
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Tabel 1.
Volume Produksi Sampah yang sudah dan Belum Ditangani

di Kabupaten Badung Tahun 2012

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, 2013

KAJIAN PUSTAKA
Definisi Variabel

Keputusan MenPan No.81 tahun 1993
menyatakan bahwa pelayanan umum adalah
segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah pusat /daerah dalam rangka
pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya menurut Wicaksono, Bambang, dan
Dianita (2006), kemampuan membayar adalah
kemampuan seseorang untuk membayar jasa
pelayanan yang diterimanya dan kemampuan ini
disesuaikan dengan besarnya penghasilan. Semakin
besar penghasilan seseorang atau sebuah rumah
tangga, maka akan semakin tinggi pula tingkat
kemampuan membayarnya terhadap sesuatu
keperluan atau pengutipan tertentu. Kemauan
membayar merupakan suatu nilai di mana seseorang
rela untuk membayar, mengorbankan atau
menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau
jasa (Widaningrum, 2007). Definisi ini sejalan dengan
definisi Wechel & Kimberly dalam Widjonarko
(2007), yaitu sebagai jumlah uang yang bersedia
dibayarkan oleh individu untuk mendapatkan
suatu barang atau jasa layanan. Sementara
secara khusus untuk jasa pelayanan sampah,
Santosa,  Darsono dan Syafrudin (2010)
memberikan definisi kemauan membayar atau
yang biasa disebut dengan willingness to pay
sebagai kesediaan pengguna untuk mengeluarkan
imbalan atas jasa yang diperolehnya atau besaran
rupiah rata-rata yang masyarakat mau

mengeluarkannya sebagai pembayaran atas satu
unit pelayanan sampah yang dinikmatinya.

METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui
pengaruh langsung kualitas tingkat pelayanan,
kemampuan membayar, tarif retribusi sampah,
kemauan membayar terhadap penerimaan retribusi
sampah serta pengaruh tidak langsung kualitas
tingkat pelayanan, kemampuan membayar, tarif
retribusi sampah, kemauan membayar terhadap
penerimaan retribusi sampah di Kabupaten Badung,
dengan metode analisis jalur. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data
sekunder dari kuisioner.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis)
merupakan perluasan dari analisis regresi linier
berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar
variabel (model causal) yang diolah dengan
menggunakan program SPSS. Suyana Utama, 2012
menyebutkan bahwa dalam analisis jalur terdapat
suatu variabel yang berperan ganda yaitu sebagai
variabel independen pada suatu hubungan namun
menjadi variabel dependen pada hubungan lain.
Demikian juga Kerllinger (2002) menyebutkan
bahwa dengan menggunakan analisis jalur akan
dapat dihitung pengaruh langsung dan tidak
langsung antar variabel.
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Definisi Operasional Variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh  Kualitas Tingkat Pelayanan,
Kemampuan Membayar, dan Tarif Retribusi
Sampah terhadap Kemauan Membayar Sampah
di Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil uji koefisien path ada dua
persamaan yang terdapat nilai P < 0,05 maka
berdasarkan theory trimming jalur-jalur yang
nonsignifikan tersebut dibuang, sehingga diperoleh
jalur yang signifikan yaitu: Pertama, kualitas tingkat
pelayanan, kemampuan membayar, dan tarif retribusi
sampah berpengaruh ke kemauan membayar sampah
bersifat langsung (direct) tanpa melalui perantara.
Kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar,
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan
membayar dengan koefisien path pengaruh langsung
masing-masing sebesar 0,260; 0,598; sedangkan tarif
retribusi sampah berpengaruh negatif dan signifikan
dengan koefisien path pengaruh langsung sebesar -

0,375. Kedua, kemampuan membayar dan tarif
retribusi sampah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penerimaan retribusi sampah. Koefisien
path bersifat langsung (direct) tanpa melalui
perantara dengan koefisien path pengaruh langsung
masing-masing sebesar 0,303 dan 0,718, maupun
pengaruh tidak langsung melalui kemauan membayar
sampah, dengan koefisien path pengaruh total
masing-masing sebesar 0,393 dan 0,662.

Pengaruh Kualitas Tingkat Pelayanan,
Kemampuan Membayar, Tarif Retribusi Sampah
dan Kemauan Membayar terhadap Penerimaan
Retribusi Sampah Di Kabupaten Badung.

Dalam penelitian ini terdapat pengaruh langsung.
Pertama, pengaruh langsung kualitas tingkat
pelayanan terhadap kemauan membayar sampah.
Dalam penelitian ini, hubungan kualitas tingkat
pelayanan dengan kemauan membayar sampah
mempunyai pengaruh langsung dengan koefisien path
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sebesar 0,260 dan P sebesar 0,013 lebih kecil dari
0,05. Ini berarti bahwa kualitas tingkat pelayanan
berpengaruh langsung dan signifikan terhadap
kemauan membayar sampah. Hal ini disebabkan
karena semakin baik pelayanan yang diberikan
petugas kebersihan maka masyarakat akan bersedia
membayar atas jasa yang diberikan. Hal ini seperti
yang diungkapkan Kotler (1997) yang mengatakan
bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen
terhadap jasa yang diberikan akan mempengaruhi
tingkah laku konsumen selanjutnya. Hal ini juga
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi
& Prayitno (2005) tentang tingkat kepuasan atas
pelayanan hotel yang menemukan ada dua variabel
yang menentukan tingkat kepuasan pelanggannya,
yaitu kualitas pelayanan dan tingkat harga kamar,
dan masing-masing memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap tingkat kepuasan konsumen.
Penelitian serupa yang dilakukan oleh Salequzzaman,
Sqadiqul dan Mostafa (2000), Nur As’adah, Supirin
dan Syafrudin (2010), begitu juga Santosa, Darsono
dan Syafrudin (2010) telah menemukan bahwa
kinerja operasional pengelola sampah atau tingkat
pelayanan pengelolaan sampah sangat mempengaruhi
kemauan (willingnessto pay) masyarakat dalam
membayar tarif retribusi sampah.

Kedua, pengaruh langsung kemampuan
membayar

 
terhadap kemauan membayar sampah.

Dalam penelitian ini, kemampuan membayar
mempunyai pengaruh langsung terhadap kemauan
membayar sampah dengan koefisien path sebesar
0,598 dan P sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05. Hal
ini disebabkan karena semakin besar nilai pendapatan
seseorang maka akan semakin besar gaya pikulnya
dan tentu akan semakin tinggi pula tingkat
kemampuannya untuk membayar, dalam hal ini, tarif
retribusi sampah. Dengan semakin tingginya
kemampuan membayar maka seseorang akan rela
untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan
sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa
(Widaningrum, 2007). Hasil penelitian ini mendukung
hasil penelitian Yadnya (2005) yang menyatakan
bahwa pendapatan masyarakat berpengaruh nyata
dan positif terhadap partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sampah, sehingga dapat disimpulkan
bahwa pendapatan masyarakat yang tinggi dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sampah. Hal ini juga sesuai dengan
hipotesis dan penelitian yang dilakukan oleh
Widaningrum (2007) yang menemukan bahwa
kemauan membayar masyarakat dipengaruhi oleh
dua faktor utama, yaitu penghasilan total keluarga
dan jasa pelayanan yang diterimanya (untuk

masyarakat berpenghasilan menengah rendah),
sementara tingkat kemauan membayar masyarakat
berpenghasilan menengah sedang dan tinggi,
ditentukan oleh faktor jasa pelayanan yang
diterimanya dan penghasilan total keluarga. Menurut
Justine (1996), nilai kemauan membayar pada
pengelolaan sampah dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu tingkat pelayanan, persepsi masyarakat
terhadap nilai manfaat dari pelayanan itu, dan
penghasilan keluarga untuk daerah yang
masyarakatnya berpenghasilan rendah.

Ketiga, pengaruh langsung tarif retribusi sampah
terhadap kemauan membayar sampah. Dalam
penelitian ini, tarif retribusi sampah berpengaruh
langsung terhadap kemauan membayar sampah
dengan koefisien path sebesar -0,375 dan nilai P
sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa
tarif retribusi sampah berpengaruh secara langsung
dan signifikan terhadap kemauan membayar sampah.
Ini berarti bahwa semakin tinggi tarif retribusi sampah
maka kemauan masyarakat dalam membayar
sampah akan menurun.  Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh McIntosh (2003) yang
menyebutkan bahwa kemauan membayar seseorang
dalam skala rumah tangga (domestik) tergantung dari
besaran tarif air bersih. Penelitian serupa juga
dilakukan oleh Nur As’adah, et al (2010) yang
menemukan bahwa efektifitas tarif retribusi sampah
memberi pengaruh terhadap kemauan masyarakat
dalam membayar tarif retribusi sampah, artinya bila
tarif retribusi sampah mengalami kenaikan maka
kemauan membayar retribusi sampah akan turun.

Keempat, pengaruh langsung kualitas tingkat
pelayanan terhadap penerimaan retribusi sampah.
Dalam penelitian ini, kualitas tingkat pelayanan
berpengaruh langsung terhadap penerimaan retribusi
sampah dengan koefisien path sebesar 0,438 dan nilai
P sebesar 0,083 lebih besar dari 0,05. Ini berarti
bahwa kualitas tingkat pelayanan berpengaruh
secara langsung dan tidak signifikan terhadap
penerimaan retribusi sampah. Ini disebabkan karena
kurang kesadaran masyarakat dan masih berpikir
bahwa masyarakat hanya berperan sebagai pihak
yang dilayani, dan tidak perlu memberikan kontribusi
apapun, termasuk melakukan pembayaran uang
retribusi sampah, sehingga tidak mempengaruhi
penerimaan retribusi sampah.  Hasil ini tidak
mendukung hasil penelitian Arizal (2003) yang
menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif
dan signifikan dari pelayanan pemerintahan di bidang
kebersihan terhadap penerimaan retribusi kebersihan.

Kelima, pengaruh langsung kemampuan
membayar terhadap penerimaan retribusi sampah.
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Dalam penelitian ini, kemampuan membayar
mempunyai pengaruh langsung terhadap penerimaan
retribusi sampah dengan koefisien path sebesar 0,303
dan P sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti
bahwa kemampuan membayar berpengaruh
langsung dan signifikan terhadap penerimaan retribusi
sampah. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya
kemampuan membayar masyarakat terhadap
retribusi sampah, maka kerelaan masyarakat untuk
membayarnya akan munculm sehingga penerimaan
retribusi sampah juga akan meningkat. Apabila
tingkat kemampuan membayar masyarakat lebih
rendah dari jumlah tarif yang telah ditetapkan, maka
akan timbul keengganan untuk membayarnya karena
mereka harus mengalihkan sebagian dana yang telah
dialokasikan untuk keperluan lainnya di luar
pembayaran retribusi sampah. Akibatnya, penerimaan
retribusi sampah akan mengalami penurunan. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arizal
(2003) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh
yang positif dan signifikan dari tingkat penghasilan
terhadap penerimaan retribusi kebersihan.

Keenam, pengaruh langsung tarif retribusi
sampah terhadap penerimaan retribusi sampah.
Besarnya tarif retribusi sampah sangat dipengaruhi
oleh kemampuan membayar dari masyarakat (Ability
to Pay, ATP). Menurut Ditjen Cipta Karya
Departemen PU dalam Hartono (2006) besarnya
retribusi sampah yang dapat ditarik dari masyarakat
untuk setiap rumah tangga besarnya minimal 0,5
persen dan maksimal 1 persen dari penghasilan per
rumah tangga perbulannya. Dalam penelitian ini, tarif
retribusi sampah berpengaruh langsung terhadap
penerimaan retribusi sampah dengan koefisien path
sebesar 0,718 dan nilai P sebesar 0,030 lebih kecil
dari 0,05. Ini berarti bahwa tarif retribusi sampah
berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap
penerimaan retribusi sampah. Ini berarti bahwa
semakin tinggi tarif retribusi sampah yang dapat
ditarik dari masyarakat maka penerimaan retribusi
sampah juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya,
apabila tariff yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah rendah maka penerimaan retribusi sampah
akan menurun. Namun, hal ini akan berdampak pada
pemberian pelayanan dari Dinas Kebersihan juga
akan menurun.  Hal ini seperti data penerimaan
retribusi sampah di Kabupaten Badung dalam tahun
2009 dan tahun 2011, yang mengalami penurunan
yang cukup berarti, sehingga kemungkinan akan
mempengaruhi kemampuan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan dalam melakukan atau memberikan
pelayanan pengeloaan sampah. Penelitian yang
sesuai dilakukan oleh Nur As’adah, et al (2010) yang

menemukan bahwa tarif retribusi sampah memberi
pengaruh terhadap penerimaan retribusi sampah,
artinya bila tarif retribusi sampah mengalami kenaikan
maka penerimaan retribusi sampah akan naik.

Ketujuh, pengaruh langsung kemauan
membayar sampah terhadap penerimaan retribusi
sampah. Kemauan membayar menurut Santosa,
Darsono dan Syafrudin (2010) atau yang biasa disebut
dengan willingness to pay merupakan kesediaan
pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang
diperolehnya atau besaran rupiah rata-rata yang
masyarakat mau mengeluarkannya sebagai
pembayaran atas satu unit pelayanan sampah yang
dinikmatinya. Dalam penelitian ini, kemauan
membayar sampah berpengaruh langsung terhadap
penerimaan retribusi sampah dengan koefisien path
sebesar 0,150 dan nilai P sebesar 0,089 lebih besar
dari 0,05. Ini berarti bahwa kemauan membayar
sampah berpengaruh secara langsung dan tidak
signifikan terhadap penerimaan retribusi sampah. Ini
berarti bahwa tingkat kemauan masyarakat untuk
membayar retribusi sampah adalah sangat rendah,
karena mereka merasa bahwa kegiatan pengelolaan
sampah merupakan kegiatan wajib pemerintah yang
tidak perlu dibayar, sehingga tidak mempengaruhi
penerimaan retribusi sampah.  Penelitian yang sesuai
dilakukan oleh Soleha (2007) yang menemukan
bahwa rendahnya keinginan masyarakat dalam
membayar retribusi sampah adalah karena
manajemen perencanaan yang tidak melibatkan
masyarakat secara keseluruhan, pengelolaan
keuangan yang tidak transparan di tingkat masyarakat,
serta kurangnya komunikasi antara pimpinan
masyarakat di tingkat atas dengan masyarakatnya.

Pengaruh  Kualitas Tingkat Pelayanan,
Kemampuan Membayar, dan Tarif Retribusi
Sampah  terhadap Penerimaan Retribusi Sampah
Secara Tidak Langsung Melalui Kemauan
Membayar Sampah di Kabupaten Badung.

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa
pengaruh tidak langsung antara variabel bebas
terhadap variabel terikat. Pertama, pengaruh tidak
langsung kualitas tingkat pelayanan terhadap
penerimaan retribusi sampah

 
melalui kemauan

membayar sampah. Menurut Wechel & Kimberly
dalam Widjonarko (2007), kemauan membayar yaitu
sebagai jumlah uang yang bersedia dibayarkan oleh
individu untuk mendapatkan suatu barang atau jasa
layanan. Untuk dapat memberikan kualitas pelayanan
yang baik kepada pelanggan, perusahaan harus
berusaha mengetahui terlebih dahulu apa yang
dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan yang
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dilayani. Dalam penelitian ini, kualitas tingkat pelayanan
mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap
penerimaan retribusi sampah

 
melalui kemauan

membayar sampah dengan koefisien path pengaruh
total sebesar 0,477 dan P sebesar 0,084 lebih besar
dari 0,05. Ini berarti bahwa kualitas tingkat pelayanan
berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan
terhadap penerimaan retribusi sampah

 
melalui

kemauan membayar sampah. Hal ini disebabkan
karena meskipun frekwensi kegiatan pengambilan dan
pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas
Dinas Kebersihan tinggi dan teratur dan kualitas
pelayanan tersebut baik, namun masyarakat kurang
memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran
atas retribusi yang ditagih oleh petugas Dinas
Kebersihan karena beranggapan bahwa pelayanan
kebersihan sampah adalah tanggung jawab
Pemerintah Daerah dan masyarakat tidak merasa
perlu untuk membayar, sehingga hal ini tidak
mempengaruhi jumlah penerimaan retribusi sampah.
Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
Wibisono dalam Alfiandra (2009) yang menyatakan
bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
sampah secara tidak langsung adalah berupa
keterlibatan dalam masalah keuangan, pemikiran dan
material. Dengan demikian masyarakat seharusnya
membayar retribusi sampah sebagai bentuk
keikutsertaan atau partisipasi dalam pengeloaan
sampah dan juga sebagai bentuk pembayaran
kewajiban atas pelayanan yang telah diterimanya.
Penelitian serupa juga dilakukan oleh Jakobson,et al,
dalam Vitianingsih (2002) yang berpendapat bahwa
konsepsi willingness to pay (WTP) atau kemauan
membayar sangat bergantung pada preferensi dan
kesadaran (awareness) individu berkaitan dengan
manfaat atas penggunaan suatu barang.

Kedua, pengaruh tidak langsung kemampuan
membayar terhadap penerimaan retribusi sampah
melalui kemauan membayar sampah. Kemampuan
membayar selain mempunyai pengaruh langsung juga
mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap
penerimaan retribusi sampah melalui kemauan
membayar sampah dengan koefisien path sebesar
0,393 dan P sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05. Ini
berarti bahwa kemampuan membayar berpengaruh
tidak langsung dan signifikan terhadap penerimaan
retribusi sampah melalui kemauan membayar sampah.
Hal ini disebabkan karena apabila masyarakat memiliki
kemampuan untuk membayar retribusi sampah maka
mereka akan memiliki kerelaan untuk membayar
besarnya tarif retribusi yang ditarik oleh Dinas
Kebersihan sesuai dengan pelayanan sampah yang
telah diterimanya, maka hasil penerimaan retribusi

sampah akan meningkat. Penelitian ini seperti yang
dilakukan oleh Sukirno (2005) yang menyatakan bahwa
konsumen akan berusaha untuk memaksimalkan
kepuasannya sesuai batas kemampuan keuangannya.
Penelitian serupa juga dilakukan oleh Brotodihardjo
(1978) yang menyatakan bahwa semakin besar nilai
pendapatan seseorang maka akan semakin besar gaya
pikulnya dan tentu akan semakin tinggi pula tingkat
kemampuannya untuk membayar tarif retribusi
sampah. Menurut Justine (1996), nilai kemauan
membayar pada pengelolaan sampah dipengaruhi
oleh penghasilan keluarga. Penelitian Widaningrum
(2007) mengenai tingkat kemampuan dan kemauan
membayar terhadap rumah susun menemukan bahwa
kemauan membayar masyarakat dipengaruhi oleh
penghasilan total keluarga.

Ketiga, pengaruh tidak langsung tarif retribusi
sampah terhadap penerimaan retribusi sampah
melalui kemauan membayar sampah. Dalam
penelitian ini, tarif retribusi sampah berpengaruh tidak
langsung terhadap penerimaan retribusi sampah
melalui kemauan membayar sampah dengan
koefisien path sebesar 0,662 dan nilai P sebesar 0,033
lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa tarif retribusi
sampah berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan
terhadap penerimaan retribusi sampah melalui kemauan
membayar sampah. Ini berarti bahwa besarnya tarif
retribusi sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
telah memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan
ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan akan ada
kesadaran dari masyarakat untuk mau membayar besarnya
tarif retribusi sampah tersebut. Akibatnya, tentu diharapkan
penerimaan retribusi sampah akan semakin meningkat.
Hal ini seperti pengutipan retribusi sampah di Kabupaten
Badung yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pelayanan Persamapahan/Kebersihan. Dimana
jumlah tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Badung sebagaimana diatur dalam peraturan ini telah
memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor
yang diperkirakan akan ikut mempengaruhi hasil
pengutipannya, seperti tingkat pelayanan yang diberikan,
kemampuan membayar masyarakat, sosialisasi mengenai
pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan
lingkungan yang bersih dan sehat dan meningkatkan
hasil pengutipan retribusi sampah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka

dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, kualitas
tingkat pelayanan, kemampuan membayar, dan tarif
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retribusi sampah secara simultan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kemauan membayar sampah
dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penerimaan retribusi sampah. Kedua, kualitas tingkat
pelayanan berpengaruh langsung terhadap
penerimaan retribusi sampah dan berpengaruh tidak
langsung melalui kemauan membayar sampah.
Ketiga, kemampuan membayar, tarif retribusi
memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan
retribusi sampah dan tidak langsung melalui kemauan
membayar sampah secara signifikan. Jadi lintas
pengaruh yang signifikan adalah dari kualitas tingkat
pelayanan, kemampuan membayar, dan tarif retribusi
sampah ke kemauan membayar sampah bersifat
langsung (direct) tanpa melalui perantara. Dari
kemampuan membayar dan tarif retribusi sampah
berpengaruh ke penerimaan retribusi sampah bersifat
langsung (direct) tanpa melalui perantara maupun
tidak langsung melalui kemauan membayar sampah.

Saran
Berdasarkan pembahasan diatas ada beberapa

saran yang diajukan bagi penelitian-penelitian
selanjutnya. Pertama, Pemda disarankan tetap
memberikan sosialisasi tentang program-program
pengelolaan sampah yang ada seperti program gelatik,
pemilahan sampah organik dan anorganik,
menyediakan tempat penampungan sampah sendiri
yang layak dan memadai dan sosialisasi mengenai
peraturan yang telah ditetapkan bersama antara
pengelola dan masyarakat. Kedua, masyarakat
harus terus dimotivasi oleh pemerintah daerah untuk
ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang
ada. Ketiga, diharapkan adanya peningkatan
kualitas pelayanan dan pengangkutan sampah yang
dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan,
dan diharapkan adanya peningkatan sosialisasi
mengenai jumlah retribusi yang harus dibayarkan oleh
masyarakat, sehingga pendapatan yang diterima dari
retribusi sampah dapat ditingkatkan. Seperti
penyebaran informasi besar jumlah retribusi sampah
melalui media massa.
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